BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Tipologi pemilih
1. Pemilih Rasional

Menurut Weber pilihan rasional terdapat dua pengelompokan.

Pertama, Rasional Intrumental akan melibatkan pertimbangan dan pilihan
PR

yang sadar yang berkaitan dengan tujuan tindakan dan alat yang
dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai pemilik
macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar
kriterum (syarat utama) menentukan satu pilihan diantara tujuan-tujuan
yang saling bersaing. Individu melihat alat yang mungkin dapat
dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih. Hal itu mencakup
informasi, mencatat kemungkinan serta hambatan yang terdapat di
lingkungan, dan mencoba untuk meramalkan konsekuensi yang mungkin
dari beberapa alternatif tindakan. Akhirnya suatu pilihan dibuat atas alat
yang digunakan yang sekiranya mencerminkan pertimbangan individu dari
sisi efisiensi dan efektifvitasnya. Sédangkan yang @f_’ Rasional nilai,
rasional nilai ini lebih menekankan bahwa tindakan dikendalikan oleh
kesadaran akan keyakinan dan komitmen terhadap tatanan nilai yang luhur

seperti kebenaran, keindahan dan atau keadilan serta keyakinan kepada

Tuhan.!

!" Zainuddin Maliki. Sosiologi Politik............. hal 13-14
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Pemilih rasional lebih mengutamakan kemampuan partai atau
kandidat da]arp program kerjanya. Program kerja atau platfom dapat
dianalisa dalam dua hal, pertama, kinerja partai atau kandidat dimasa
lampau (backward loking), dan kedua, adalah tawaran program untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada (Forward loking). Menurut
Anthony Downs bahwa pilihan rasional merupakan pilihan alternatif
terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Dimana pemilih melakukan
pertimbangan atas pilihannya, hal ini dapat digambarkan A lebih baik dari
B atau sebaliknya B lebih baik dari A. Pertama, dalam pilihan rasional ini
para pemilih dapat memilih alternatif terbaik yang mampu memberikan
kepuasan pada mereka. Kedua, pemilih tidak bertindak semata-mata
berdasarkan kebiasaan dan emosi, tetapi juga atas dasar kepercayaan
terhadap partai politik atau kandidat. Sedangkan menurut Jurgen
Hebermas tindakan rasional adalah tindakan yang disengaja untuk
mencapai kondisi yang kondusif dan efisien.

Menurut Lindeberg, rasionalitas terdiri dari tiaga macam, Pertama
proses. Individu dalam mengambil keputusan melalui suatu proses, yang
terdiri dari beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, analisis situasi,
penyusunan solusi, memilih solusi dan implementasinya. Kedua, metode.
Dalam hal ini pilihan rasional menggunakan pertimbangan kalkulasi.
Pemilih akan menjatuhkan pilihannya pada suatu yang memberikan

keuntungan yang lebih besar melalui metode kalkulasi. Ketiga, rasionalitas

2 Ismail. Ekonomi Politik sebuah Teori dan Aplikasinya, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel
2010) hal 205-207
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pemilih juga dapat bersumber dari isi atau muatan yang menjadi
pertimbangan sewaktu pengambilan keputusan, seperti mitos, takhayul,
dan kultus merupakan hal-hal yang tidak rasional tapi sangat mungkin pula

menjadi bahan pertimbangan.’

Karakter mendasar dari para pemilih
rasional adalah mendasarkan pertimbangan politik pada logika. Pemilih
akan melihat permasalahan-permasalahan yang coba diungkapkan dan
diselesaikan oleh kandidat, sedangkan faktor-faktor yang menyusun
analisa logis adalah hal-hal seperti kelayakan, dapat diaplikasikan,
dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan.*

2. Pemilih kritis

Pemilih kritis lebih cenderung orientasinya kepada kemampuan
partai politik atau seorang Kandidat dalam menuntaskan permasalahan
bangsa, serta tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat
ideologis. Dalam tipe pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme.
Pertama jenis pemilih ini menempatkan nilai ideologi sebagai pijakan
untuk menentukan kepada partai politik atau kandidat mana mereka akan
berpihak dan selanjutnya mereka mengkritisi kebijakan yang akan atau

telah dilakukan. Kedua, pemilih tertarik terlebih dahulu dengan program

kerja yang ditawarkan oleh kandidat atau partai politik baru kemudian

*Firmanzah. Mengelola Partai Politik Komonikasi dan Positioning Ideologi di Era
Demokrasi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008) hal 222
* Ibid hal 224-225
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mencoba memahami nilai-nilai faham yang melatar belakangi pembuatan
kebijakan tersebut.’
3. Pemilih skepsis
Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup
tinggi dengan sebuah partai atau kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak
menjadikan sebuah kebijakan sebagai hal yang penting. Kalaupun mereka
berpatisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukan secara acak
(random). Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang
dalam pemilu hasilnya sama saja tidak ada perubahan yang berarti bagi
kondisi daerah atau negara.
4. Pemilih Tradisional
Pemilih ini mengindikasikan bahwa keputusan lebih dimotivasi
oleh keyakinan moral ketimbang kalkulasi matematis untuk memuaskan
kepentingan pribadi si pengambil keputusan. Pertama, Pemilih ini lebih
banyak menggunakan faktor non rasional seperti intuisi, keyakinan,
sistem nilai, anggapan umum masyarakat dan steoreotipe dalam proses
pengambilan keputusan untuk memberikan suaranya. Kedua alasan non
rasional-ekonomis  seperti pertimbangan, intuisi, emosi, kesukaan,
loyalitas, norma, agama, dan kondisi sosial. Kefiga, pemilih adalah produk

sosial yang tidak dapat dipisahkan (disolasi) dengan komunitas dimana ia

berada.®

’ Firmanza. marketing politik antara pemahaman dan realita, (Jakarta: Yokyakarta Obor
Indonesia,2008) hal 103

8 Firmanzah. Mengelola Partai Politik............ hal 228
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Dalam tipe pemilih jenis ini, orientasi yang dimiliki sangat tinggi
dan tidak begitu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan
sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan politik. Pemilih
tradisional sangat mengutamakan kedekatan budaya, nilai, asal usul,

faham, dan agama sebagai ukuran untuk mencapai tujuan.

B. Konsep Pendekatan Perilaku Pemilih

Pendekatan sosiologis pada dasamya menjelaskan bahwa
karakteristik soaial dan pengolompokan sosial mempunyai peranan besar
dalam mentukan pilihan politiknya. Untuk pemahaman terhadap
pengelompokan sosial baik secara formal, seperti keagamaan (misalnya NU,
Muhammadiyah), organisasi profesi, maupun pengelompokan informal
seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok kecil lainnya akan sangat
berguna dalam penjelasan pilihan politik seseorang. Penggolongan ini
memiliki peranan besar pembentukan sikap, persepsi, dan orientasi seseorang,
yang nantinya sebagai dasar atau referensi dalam menentukan pilihan
politiknya.”

Pendekatan ini menjelaskan Karakteristik sosial (seperti pekerjaan,
pendidikan, dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis
(seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dan sebagainya) merupakan
faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Jadi, pengelompokan sosial

seperti umur (tua-muda); jenis kelamin (laki-perempuan); agama dan

" M.Khoirul Anwar, Vina Salviana Ds. Prilaku Partai Politik Stadi Prilaku Partai Politik
dalam Kampanye dan Kecendrungan Pemilih pada Pemilu 2004........ hal 23-24
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semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam
membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan
seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi
profesi, kelompok-kelompok okupansi dan sebagainya; maupun
pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-
kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam
memahami tindakan politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah
yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan
orientasi seseorang.8

Sedangkan dalam pendekatan psikologis, perilaku memilih ditentukan
oleh kekuatan psikologis yang sedang berkembang dalam diri pemilih (Voters)
sebagai produk dari proses sosialisasi. Sikap merupakan hasil dan kepribadian
merupakan hasil dari sosialisasi yang panjang, yang boleh jadi sarananya
terdiri dari pengelompompokan primer, seperti adat, desa, dan sebagainya,
atau kelompok sekunder termasuk kelompok keagamaan dan asosiasi-asosiasi
lainnya.9

Pendekatan ini dikembangkan oleh University of Michigan’s Survey
Centre. Pelopor utama pendekatan ini adalah August Campbell. Munculnya
pendekatan ini merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap
pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis dianggap-secara metodologis-
sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator

kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Apalagi pendekatan

8 Muhammad Asfar. Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2000, (Surabaya: Pustaka Airiko,
2006) hal 138
? Ibid hal 26
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sosiologis umumnya hanya sebatas menggambarkan dukungan suatu
kelompok tertentu pada suatu partai politik, tidak sampai pada penjelasan
mengapa suatu kelompok tertentu memilih/mendukung suatu partai politik
tertentu sementara yang lain tidak. Pendekatan ini pada dasarnya melihat
sosialisasi sebagai ketetapan hati dalam menentukan perilaku memilih
(politik) seseorang, bukan karakteristik sosiologis. Seperti namanya,
pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi-terutama
konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku memilih. Menurut
pendekatan ini, para pemilih di Amerika Serikat menentukan pilihannya
karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai
produk dari sosialisasi yang mereka terima. Sosialisasi politik yang diterima
seseorang pada masa kecil (baik dilingkungan keluarga maupun pertemanan
dan sekolah) misalnya, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka,
khususnya pada saat pertama kali menentukan pilihan politik. Penganut
pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang-sebagai refleksi dari
kepribadian seseorang-merupakan variabel yang cukup menentukan dalam
mempengaruhi pilihan politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan
psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu
ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan
orientasi terhadap kandidat.'

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk

kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos”

' Ibid hal 140.
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memilih dan memungkinkan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang
diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada.
Pertimbangan ini digunakan pilihan dan kandidat yang hendak mencalonkan
diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih
pertimbangan untung rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai
atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut
memilih atau tidak memilih."'

Dua pendekatan terdahulu secara implisit menempatkan pemilih pada
waktu dan ruang yang kosong. Pemilih ibarat wayang yang tidak mempunyai
kehendak bebas kecuali atas keinginan dalang. Pemilih seakan pion-pion catur
yang dengan mudah dapat ditebak langkah-langkahnya. Mereka beranggapan
bahwa perilaku memilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang
atau ketika berada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya,
bahkan sebelum kampanye dimulai. Pendekatan rasional melihat bahwa ada
faktor-faktor lain yang menentukan atau ikut menentukan dalam memilih
partai atau kandidat. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam
menentukan pilihan politik seseorang. Dengan begitu, para pemilih tidak
hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik
sosiologis tetapi juga bebas bertindak. Faktor-faktor situasional itu bisa
merupakan isu-isu politik maupun kandidat yang dicalonkan.'?

Pendekatan pilihan rasional memfokuskan perhatiannya pada pilihan

yang dibuat orang ketika terlibat dalam kegiatan politik. Asumsi dasar

" 1bid 140
2 1bid hal 26
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pendekatan tersebut adalah jika seseorang dihadapkan pilihan akan beberapa
aksi alternatif, maka orang akan memilih aksi yang memaksimalkan kegunaan
atau manfaat yang mereka harapkan. Menurut Surbakti, pendekatan pilihan
rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi.
Yang mempertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan
suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan
dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih
dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil
rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi
digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang
dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak
ikut memilih?

Dengan demikian, keputusan memilih berdasarkan pertimbangan
rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan
(maximum gained) atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit. Tetapi
juga dalam memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil
(least risk), yang penting mendahulukan selamat. Dengan begitu, diasumsikan
para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang
diajukan. Begitu juga mampu menilai calon (kandidat) yang ditampilkan.
Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini bisa didasarkan pada
jabatan, informasi, pribadi yang popular karena prestasi dibidang masing-

masing karena seni, olah raga, film, organisasi, politik, dan semacamnya.'?

13 Ibid hal 141



34

Bagan pendekatan tipologi pemilih sebagai berikut:

Tipologi
SOSiOlOgi Pemilih
Psikologi lj Pertimbangan _
& pemilih Partai
Rasional Politik

Pilihan politik merupakan realita sosial politik yang tidak terlepas dari
pengaruh faktor Eksternal, tindakan politik merupakan hasil dari sosialisasi
nilai-nilai lingkungannya, dalam hal ini adalah faktor sosiologi dan faktor
psikologi, sedangkan faktor internal merupakan tindakan yang didasarkan
rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dalam hal
ini faktor rasionalitas yang mengedepankan tindakan politik pemilih
dipandang memiliki tujuan, maka dalam merespon berbagai stimulasi yang
diperkirakan dapat menentukan pilihan politiknya. Oleh karena itu peneliti

dalam penelitian ini tidak terlepas dari tiga pendekatan di atas.

. Teori Otoritas Max Weber

Argumen yang mendasari penyusunan konsep teori otoritas Weber di
gunakan untuk menganalisa; Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan
pergeseran kekuasaan dari berbasis NU yang dipegang Kyai kekalangan

nasionalis. Kedua Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pergeseran pilihan
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partai politik masyarakat pada Pileg tahun 2009 di dapil III Kecamatan
Ketapang Kabupaten Sampang. Yang pada tahun 1999-2004 pilihan politik
masyarakat dapil III lebih mengarah pada partai PKB dan PPP yang basisnya
NU. Namun pada tahun 2009 pilihan politik mengarah pada partai Gerindra,
Weber membedakan antara tiga jenis sistem otoritas, yaitu :

1. Otoritas legal-rasional

Otoritas ini didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat
peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal.
Tipe wewenang ini pada umumnya ditemukan pada negara-negara
demokrasi modem. Rakyat lebih percaya pada akal kecerdasan, bakat
kepemimpinan, dan obyektivitas serta stabilitas undang-undang, seseorang
yang sedang melakukan Otoritas Legal-Rasional adalah karena dia
memiliki suatu posisi yang menurut peraturan sah, dia didefinisikan
sebagai memiliki posisi otoritas. Bawahan tunduk pada otoritas karena
posisi sosial yang mereka miliki itu didefinisikan menurut peraturan
sebagai yang harus tunduk kepada yang memegang otoritas legal-rasional
itu.'*

Kepatuhan ini sesungguhnya berkaitan dengan perkembangan
rasionalitas masyarakat itu sendiri. Ketika pemimpin yang ada maupun
struktur dan kultur tradisi yang ada dianggap tak lagi memadai untuk bisa
mewadahi dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Maka pada saat itulah

muncul pertanyaan: “jika kharisma pemimpin atau tradisi yang tak lagi

4 Zainuddin Maliki. Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik, (Surabaya: LPAM,
2003) hal 183
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bisa diandalkan sebagai jawaban untuk mencapai tujuan hidup bersama,
namun malah digunakan sebagai dalih untuk melanggengkan ketidak
adilan dan diskriminasi sosial politik yang ada, maka apalagi yang bisa
dijadikan sebagai dasar landasan bagi suatu otoritas?”

Kesadaran akan kemampuan rasionalitas manusia menumbuhkan
kesadaran historis bahwa manusia bisa mengintervensi dan memodifikasi
realitas sesuai dengan citanya. Kesadaran fatalisme yang menopang
peradapan feodalisme pun runtuh secara berlahan namun pasti.
Kepercayaan terhadap kharisma maupun terhadap tatanan dan adat
kebiasaan yang lama, yang tumbuh dari alam kesadaran yang fatalis, surut
secara pasti. Usaha membangun kehidupan bersama tak lagi bisa
diserahkan kepada kharisma atau cara-cara lama.'*

Dewasa ini bentuk legitimasi yang lazim adalah kepercayaan
terhadap legalitas, yakni ketaatan kepada putusan-putusan yang secara
formal benar dan yang diterapkan melalui tata cara yang dikenal. Pada
masa lampau pengesahan terhadap suatu wewenang seringkali
memerlukan kesepakatan umum. Namun dewasa ini pengakuan dari
mayoritas sudah cukup. Dalam keadaan demikian, maka wewenang
biasanya dipaksakan oleh mayoritas kepada minoritas.

Otoritas tradisional

Tipe otoritas ini berlandaskan atas tradisi, adat istiadat atau

perasaan spontan para pengikut. Orang menjadi pimpinan bukan karena

20

'* M.Mas’ud Said. Birokrasi di Negara Birokratis, (Malang: UMM press, 2010) hal 19-
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bakatnya, melainkan karena sudah diatur demikian dimasa lampau.
Misalnya anak mewarisi tahta ayahnya. Lembaga kepemimpinan dianggap
suci dalam diri dan mendasari wewenang pemimpin dengan lepas bebas
dari soal kecakapannya atau dukungan mayoritas. Otoritas tradisional
merupakan suatu otoritas yang paling tua dan universal. Otoritas ini
didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi-sanksi magis yang memperkuat
disiplin diri untuk mengubah perilaku yang sudah merupakan adat istiadat.
Tatanan lama yang telah mapan menjadi dasar patokan penilaian bagi tepat
atau tidak tepatnya sebuah tindakan. Sebagai konsekuensinya, tak mudah
untuk melakukan perubahan sosial dalam tatanan yang sedemikian karena
kesetiaan pada tradisi menjadi keutamaan. Setiap usaha untuk melakukan
perubahan pada adat kebisaan maupun struktur yang telah ada, akan selalu
berhadapan dengan resistensi yang kuat. Pada saat yang bersamaan
wewenang/otoritas yang ada berlangsung terus dan dianggap sah karena
adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya. Pengaruh
kedudukannya yang berkembang secara logis terhadap perilaku actual
tidak selalu sesuai dengan idealisme, akan tetapi tidak dapat disangkal
bahwa pengaruhnya sangat besar.
Otoritas kharismatik

Dalam tipe ini, orang-orang bersedia untuk mentaati atau
mematuhi sebuah kepemimpinan tertentu atas dasar keyakinan mereka
akan kharisma atau wibawa yang dimiliki oleh sang pemimpin. Karena

kharisma itu diyakini bersumber dari kekuatan yang sakral, maka tidak
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sembarang orang yang bisa mendapatkannya. Selain itu otoritas ini
didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki pemimpin itu sebagai
seorang pribadi. Istilah kharisma digunakan dalam pengertian yang luas
untuk menunjuk pada daya tarik pribadi yang ada pada orang sebagai
pemimpin. Kharisma harus dipahami sebagai kualitas luar biasa tanpa
memperhitungkan apakah kualitas itu sungguh-sungguh ataukah hanya
berdasarkan dugaan orang belaka. Ciri-ciri dari kharismatik ialah bahwa
para pengikut mengabdikan diri kepada pemimpin karena merasa dirinya
terpanggil untuk itu, mereka tidak melakukannya karena keterpaksaan
melainkan karena ketulusan.'® Biasanya ketaatan terhadap wewenang
tertentu ditentukan oleh kombinasi beberapa motif, seperti kepentingan
diri, keterikatan pada tradisi, kepercayaan kepada legalitas dan lain-lain.
Seringkali mereka yang mematuhi suatu wewenang tidak menyadari

sebab-sebabnya.'”

D. Konsep Tentang Orientasi Pemilih
1. Orientasi Pragmatisme
Orientasi masyarakat pemilih dalam ketagori ini lebih bersifat
jangka pendek, bukan jangka panjang. Persaingan global yang mengobah
karakter masyarakat untuk menjadi lebih pragmatis, menjadikan

masyarakat enggan mendiskusikan permasalahan-permasalahan ideologis

16 Zamuddm Maliki. Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik.................. hal 186
Soerjono Soekanto. Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Pustaka) hal 68
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yang menjadi pusat perbincangan dan perdebatan dalam masyarakat.
Menurut Firmanzah Orientasi pragmatis ini didefinisikan sebagai
“orientasi jangka pendek dari para aktor politik untuk memenangkan
persaingan politik.” Seringkali orientasi jangka pendek membawa para
aktor politik kearah sikap yang lebih mementingkan tujuan untuk
‘berkuasa’ ketimbang apa saja yang akan dilakukan setelah ’berkuasa’.
Hal ini membawa implikasi ditabraknya etika, moralitas, aturan main, janji
politik dan ideologi partai hanya untuk mengamankan posisi politik
mereka.'®
Orientasi Policy Problem Solving

Dalam konsep ini, program yang diajukan kontestan harus solutif
bagi pemilih. Semakin efektif seorang konstestan dalam menawarkan
solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan, semakin tinggi pula
probabilitas (kemungkinan) untuk dipilih oleh para pemilih.'?

Para pemilih ini mempunyai kecenderungan untuk memilih
kandidat atau partai yang mampu untuk menawarkan program kerja yang
berpihak kepada rakyat kecil. Pemilih yang memiliki dominasi orientasi
ini di dalam dirinya termasuk dalam tipologi pemilih rasional dan kritis.
Pemilih rasional ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau
kandidat dalam program kerjanya. Program kerja atau platform dapat
dianalisis dalam dua hal. Pertama kinerja partai atau kandidat dimasa

lampau (backward looking), dan kedua adalah tawaran program untuk

8 Ibid hal 22
1% Ibid hal 101
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menyelesaikan permasalahan yang ada (forward looking). Untuk
menentukan sikap atau tindakan yang dinilai efektif dan efisien, individu
harus memilih diantara alternatif yang dianggap dapat mendatangkan
keuntungan yang maksimal baginya. Konsep ini sama halnya dengan
konsep ekonomi yang memandang bahwa tindakan individu dilakukan
didasarkan pada pertimbangan untung rugi. Dalam hubungan individu dan
sumber daya, Coleman menjelaskan:

Basic minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor
(indvidu), masing-masing mengendalikan sumber daya yang
menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang terhadap sumber
daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan
keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan.....terlibat
dengan sistem tindakan selaku individu yang mempunyai tujuan,
masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan
kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri
sistemik terhadap tindakan mereka.?’

Sedangkan pemilih kritis merupakan perpaduan antara tingginya
orientasi pada kemampuan partai politik atau kandidat dalam memutuskan
permasalahan yang ada dalam masyarakat, serta tingginya orientasi
mereka terhadap ideologi. Proses untuk menjadi pemilih sejenis ini bisa
terjadi melalui dua mekanisme, pertama jenis pemilih ini menjadikan nilai
ideologis sebagai kebijakan untuk menentukan kepada partai politik atau
kandidat mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan

mengkritisi kebijakan yang akan dan atau telah dilakukan. Kedua pemilih

tertarik terlebih dahulu dengan program kerja yang ditawarkan oleh

395

? Ritzer dan Douglas J.Goodman. Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Kencana 2007) 394-
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kandidat atau partai politik baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai
dan faham yang melatar belakangi pembuatan kebijakan tersebut.”!
Orientasi Kandidat

Dengan adanya sistem partai yang memilih kandidat secara
langsung akan memungkinkan pemilih untuk mempertimbangkan kandidat
dalam mengambil keputusan politiknya. Hal ini terjadi pada pemilu 2004
dengan sistem pemilihan tanda gambar partai dan nama kandidat, faktor
kandidat legislatif akan memberi pengaruh besar terhadap perilaku
pemilih. Pemilih yang memiliki orientasi ini akan tergolong dengan
tipologi pemilih tradisional. Pemilih jenis ini memiliki orientasi yang
sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang
kontestan sebagai suatu yang penting dalam pengambilan keputusan
politik. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial
budaya, nilai, asal-usul, faham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih
partai politik.*

Program kerja yang diusung oleh partai politik atau kandidat juga
menjadi pertimbangan bagi pemilih tradisional, namun tidak sedominan
dengan figur dan kedekatan emosional dengan kandidat atau partai politik.
Loyalitas yang tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling

kelihatan bagi pemilih jenis ini®®

2! Ibid hal 121
2 Firmansyah. marketing politik.......... hal 123
2 Ibid, hal 394



42

E. Konsep Partai Politik
a. Definisi Partai Politik

Partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan untuk
membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya
(politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Menurut
Max Weber sangat pesat di abad ke-19 karena didukung oleh legal-
rasional. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk
opini publik.*

Menurut Ranney dan Kendal partai politik sebagai group atau
kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk
mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta
menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik. Sedangkan
Menurut Seiler partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang
bertujuan untuk memobilisasi individu-individu dalam suatu aksi kolektif
untuk melawan kelompok lain, atau melakukan koalisi dengan pihak yang
tengah duduk dalam pemerintahan.?

Edmud Burke, seorang negarawan inggris mengemukakan, bahwa
yang disebut partai politik ialah”.......a group of men who had agreed upon
a principle by which the national interest might be served. Dikatakan,

bahwa partai politik tidak lain merupakan sekelompok manusia yang

* Firmanzah. Mengelola Partai Politik Komonikasi dan Positioning Idiologi Politik di
Era Demokrasi.............. hal 66
* Ibid,hal 63
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secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdi
dan melindungi nasional.?®

Roger H. Soltau dalam bukunya introdution to politics
mengemukakan bahwa:™ A political partay is a group of citizens more or
less organized, who act as a political unit and who, by the use of their
general policies. Di katakannya bahwa partai politik adalah sekelompok
warga negara yang sedikit banyak diorganisir secara ketat, yang bertindak
sebagai suatu kesatuan politik dan yang bertujuan menguasai pemerintahan
serta melaksanakan kebijakan umum mereka.?’

Menurut Lapalombara dan Weiner yang dimaksudkan dengan
partai politik ialah organisasi yang mempunyai kegiatan yang
berkesinambungan. Artinya, masa hidupnya tak tergantung pada masa
jabatan atau masa hidup para pemimpinnya. Organisasi yang terbuka dan
permanen tidak hanya ditingkat pusat tetapi ditingkat lokal.?8

Sedangkan menurut Carl Friedrich Partai politik sebagai kelompok
manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut
atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin
partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan
materiil dan idiil kepada anggotanya.*’

Sedangkan R.H Sultau, “Partai politik sekelompok warga negara

yang sedikitnya terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik

*Cheppy Haricahyono. Ilmu Politik dan Persefektinya, (Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya 1991) hal 192

%7 Ibid hal 196

28 Ramlan Surbakti. Memahami limu Politik, (Jakarta: Grasindo 1999) hal 114

? Ibid hal 116
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dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan
menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan mereka™.>°

Sigmund Neuman mendefinisikan partai politik adalah organisasi
dan aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan
pemerintahan, serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan
dengan suatu golongan—golongan lain yang mempunyai pandangan yang
berbeda.’!

Menurut Mark N Hagopion, partai politik suatu organisasi yang
dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik
dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui
praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam
pemilihan. >

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa basis sosiologis suatu
partai adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha
untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

b. Fungsi Partai Politik Dalam Negara
1) Sebagai sarana komunikasi politik, adalah menyalurkan aneka ragam
pendapat aspirasi masyarakat dan mengalurnya sedemikian rupa
sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
Dalam masyarakat modern yang begitu luas. Pendapat dan aspirasi
seseorang atau suatu kelompok akan hilang apabila tidak ditampung

dan digabung dengan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini

* Ibid hal 162
3! Ibid hal 162
32 Ichlasul Amal. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik.....hal xv
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dinamakan “penggabungan kepentingan™ (interest aggregation).
Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan
dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan
kepentingan” (interest articulation) rumusan ini diperjuangkan atau
disampaikan pada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum
(Public policy). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat
disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Partai politik
selain  berfungsi  sebagai  penyebarluaskan  rencana-rencana
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, juga sebagai Broker
(perantara) yang menghubungkan dari atas ke bawah dan dari bawah ke
atas.

2) Sebagai sarana sosialisasi politik, diartikan sebagai proses melalui
seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap penomena politik,
yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.
Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa
kanak-kanak sampai dewasa. Disamping itu sosialisasi politik juga
mencakup proses masyarakat dalam menyanpaikan norma-norma dan
nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan
ini partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam
menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum,
partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai
berusaha menciptakan“image” bahwa ia memperjuangkan kepentingan

umurm.
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3) Sebagai sarana rekrutmen politik, berfungsi untuk mencari dan
mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam politik sebagai
anggota partai (political recruitment) dengan demikian partai turut
memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi,
persuasi dan lain-lain.

4) Sebagai sarana pengatur konflik. (conflict management) dalam suasana
demokrasi terdapat persaingan dan perbedaan pendapat dalam
masyarakat, jika dalam perbedaan dan persaingan tersebut
menimbulkan konflik, maka partai politik berusaha mengatasinya. >

5) Sebagai sarana partisipasi politik, ialah kegiatan warga negara biasa
dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan
umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang
dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak,
melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas
pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang
calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih
wakil rakyat dalam pemilihan umum.

6) Sebagai sarana pemadu kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan,
maka partai politik dibentuk. Kegiatan menampung, menganalisis dan

memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan

3 Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik................ hal 163
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menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan

dalam proses pembuatan dan peleksanaan keputusan politik.**

c. Ideologi partai politik di Indonesia

Identifikasi ideologi suatu partai politik menurut Ware
menyimpulkan bahwa terdapat kecendrungan untuk mengidentifikasikan
dan mengelompokan ideologi partai politik berdasarkan dua pendekatan.
Pendekatan pertama, dilakukan dengan menentukan mana ideologi-
ideologi partai politik yang saling berkompetisi. Pendekatan yang kedua
dapat dilakukan dengan mengelompokkan ideologi-ideologi politik yang
memiliki kesamaan dan berada dalam satu rumpun keluarga. Tentunya,
ideologi-ideologi tersebut dapat dikelompokkan dalam satu cluster ketika
diantara mereka mempunyai berbagai karakteristik yang hampir sama
seperti tujuan partai politik, strategi realisasi, agenda politik, dan gambaran
masyarakat ideal yang ingin dibentuk. *°

Ideologi juga dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan dan
norma. Sistem kepercayaan dalam hal ini melihat bahwa ideologi
memberikan basis legitimasi bagi para penganutnya untuk berpikir,
bersikap dan bertindak atas suatu permasalahan tertentu. Ideologi
memberikan gambaran tentang alasan, kekuatan dan motivasi tindakan

individu. Untuk dapat menjadi sistem kepercayaan, ideologi harus mampu

* Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik................ hal 118-119
% Firmanzah. mengelola Partai Politik Komonikasi dan Posisioning Ideologi Partai di
Era Demokrasi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008) hal 95
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meyakinkan para penganutnya mengenai kebenaran pemikiran dan
ajarannya.36

Sebagaimana menurut Downs bahwa perbedaan antara satu
ideologi politik dengan yang lainnya dapat dilakukan dengan melihat dan
mengukur intensitasnya. Artinya, antara satu ideologi dengan yang lainnya
berada dalam satu spektrum (bayangan). Misalnya Ideologi partai
Nasionalis-Religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan
landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek nasionalisme,
humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian,
demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Islam-sosialis. Ideologi
ini mencoba menggabungkan nilai-nilai ajaran agama Islam dengan
konsep-konsep sosialis yang menitik beratkan pada isu-isu pemerataan

kesejahteraan dan akses ke sumber daya strategis.3 !

Ketika partai politik
menganut Ideologi Nasinalisme, isu-isu politik yang diangkat cenderung
pada stabilitas nasional. Sementara ketika partai politik menganut Faham
Sosialis, Isu politik yang dianggap akan terfokus pada hal-hal seperti
distribusi pendapatan, akses ke sekto-sektor ekonomi, dan penanggulangan
kemismiskinan.*®

Namun ideologi partai politik tidak bersifat baku, ideologi dapat

mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi dimasyarakat. Artinya

*® Ibid hal 100
*7 Ibid hal 96
38 Ibid hal 55
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berlahan-lahan ideologi suatu saat bisa bergeser atau mengadopsi ideologi-

ideologi lain, tapi tetap menjaga kerakteristik ( identitas) ideologi sendiri.*®

F. Konsep Pemilu
1. Definisi Pemilu

Pemilu menurut Nuhlen, dimana pemilu adalah “satu-satunya
metode demokratis” untuk memilih wakil rakyat. Kemudian menurut
Aurel Croissant Dkk. Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi
demokrasi. Tetapi pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena
demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilu. Namun demokrasi
perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan hanya
seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga
negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga meligitimasi dan
mengontrol kekuasaan pemerintah. Sarana penting untuk mencapai
sasaran-sasaran ini ialah sistem pemilu.>

Bagi Giovanni Sartori menyatakan, sistem pemilihan umum adalah
sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik. Sistem pemilu
umum bukan hanya instrumen politik yang paling mudah dimanipulasi, ia
juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum

representasi. Selanjutnya Lewrence Le Duc menyatakan, pemilu adalah

> Ibid hal 96
% Toni Andrianus Pito. Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi
( Bandung: Nuansa, 2006) hal 298
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sebuah lembaga politik yang mendorong (Laeds) dan mencerminkan
banyak kecendrungan sosial, politik dan ekonomi.*’

Sedangkan menurut Paimin Natupulu, pemilihan umum berarti
rakyat melakukan kegiatan pemilihan orang atau kelompok orang untuk
menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintah.
Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat dewasa
mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi
pemimpin atau wakil rakyat mereka merupakan proses pilihan umum.*®
. Sistem Pemilihan

Sistem pemilihan umum berdasarkan UU No 10 tahan 2008
tentang pemilu mengandung empat dimensi, yaitu (1) lingkup dan besaran
daerah pemilihan, (2) metode pencalonan, (3) metode pemberian suara, (4)
formula pembagian dan penentuan calon terpilih. Dimensi pertama
menyangkut lingkup dan besaran daerah pemilihan (district magnitude)
untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, dan untuk pemilihan anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang dimaksud dengan daerah
pemilihan ialah batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar
penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Lingkup daerah
pemilihan dapat ditentukan berdasarkan (a) wilayah administrasi
pemerintahan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota), (b) jumlah penduduk,

(c) kombinasi faktor wilayah dengan jumlah penduduk. Besaran daerah

pemilihan merujuk pada jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan, yaitu

37 Ibid hal 299
38 Ibid hal 300
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apakah satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (single member
constituency) atau lebih dari satu kursi untuk setiap daerah pemilihan
(multi-member constituencies).>

Dimensi yang kedua berkaitan dengan pencalonan, yaitu siapakah
yang mengajukan calon: partai politik peserta pemilihan umum, ataukah
perorangan ataukah keduanya, jawaban atas pertanyaan tersebut
tergantung pada siapa yang menjadi peserta pemilihan umum: partai
politik, perseorangan (independen) atau keduanya. Bila perseorangan yang
menjadi peserta pemilu maka yang mengajukan calon tertentu bukan
pengurus partai politik melainkan sekumpulan anggota masyarakat yang
mendukung pencalonan tersebut. Namun bila partai politik yang menjadi
peserta pemilu, maka calon dapat diseleksi dan diajukan oleh pengurus
partai politik tetapi dapat pula dipilih oleh anggota partai secara terbuka
dan kompetitif sebagai pemilihan pendahuluan. Jumlah calon yang dapat
diajukan tergantung pada besaran daerah pemilihan, yaitu berapa kursi
yang ditetapkan untuk suatu daerah pemilihan tertentu. Apabila partai
politik yang mengajukan calon, sedangkan untuk suatu daerah pemilihan
dialokasikan lebih dari satu kursi, maka daftar calon yang diajukan partai
politik dapat bersifat tertutup (closed list system) yaitu nomer urut calon
yang akan mendapatkan kursi ditentukan oleh pengurus partai politik,
tetapi dapat pula bersifat terbuka (open list system), yaitu nomer urut calon

yang akan mendapatkan kursi ditentukan pemilih berdasarkan ranking

% Agust Riewanto. Ensiklopedi pemilu analisis kritis intropektif pemilu 2004 menuju
agenda pemilu 2009................... hal 27
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Jumlah suara yang diperoleh setiap calon. Pilihan atas peserta pemilu,
pihak yang mengajukan calon, dan jenis daftar calon akan mempunyai
implikasi tidak saja pada keterwakilan berbagai kelompok masyarakat
dalam lembaga perwakilan dan keterwakilan aspirasi berbagai kelompok
masyarakat tetapi juga pada kualitas calon terpilih.

Dimensi ketiga menyangkut metode pemberian suara (balloting),
yang pada dasarnya menyangkut tiga hal yaitu (a) apakah suara diberikan
kepada partai politik atau kepada kandidat atau kepada keduanya, (b)
apakah pemberian suara dilakukan secara kategori ataukah secara ordinal,
seperti preferensi, atau merangking pilihan atas sejumlah calon
(alternative vote) dan (c) apakah pemberian suara dilakukan secara
tradisional (mencoblos) ataukah secara terpelajar (menuliskan nama,
nomor atau tanda baca). Alternative pilihan yang diberikan terhadap (a)
dan (b) mempunyai implikasi yang luas terhadap banyak hal, seperti
kepada siapa calon terpilih akan bertanggung jawab (akuntabel), orientasi
politik peserta pemilu apakah inklusif ataukah eksklusif, dan pola (c) akan
mempunyai implikasi pada kualitas pemilihan umum, khususnya pada
Jumlah suara yang tidak sah.

Dimensi yang keempat menyangkut formula penentuan calon
terpilih, yaitu rumus yang digunakan untuk menentukan calon terpilih.
Rumus ini tergantung jawaban atas isu yang ketiga, yaitu apakah suara
diberikan kepada partai politik atau kandidat. Kalau suara diberikan pada

partai politik, maka formula proporsionalitaslah yang digunakan, yaitu
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setiap partai politik peserta pemilu akan mendapatkan kursi proporsional
dengan jumlah suara sah yang diperoleh. Kalau suara diberikan kepada
kandidat, maka formula yang digunakan dapat berupa pluralitas (suara
lebih banyak) tetapi dapat pula mayoritas (suara paling banyak). Apabila
yang dipilih rakyat kedua-duanya (partai politik dan kandidat) maka
formula yang digunakan juga keduanya, yaitu proporsionalitas dan ranking
calon dalam perolehan suara. Formula apa yang diadopsi dalam Undang-
undang Pemilu akan mempunyai implikasi yang luas terhadap banyak hal,
seperti derajat keterwakilan, akuntabilitas calon terpilih, tingkat legitimasi
calon terpilih dan jumlah partai politik sistem kepartaian.*’

Menurut Pater Schroder menyatakan bahwa sistem pemilu yang
digunakan pemilih untuk memberikan suaranya kepada kandidat atau
partai pilihannya, yang kemudian akan dipindahkan atau diterjemahkan
kedalam mandat. Aturan teknis yang berlaku bagi sebuah sistem pemilu
mencakup keseluruhan proses pemilu mulai dari pencalonan diri sebagai
kandidat yang diatur dalam Undang-undang sampai pada perhitung. Pada
umumnya, sistem pemilu dibagi kedalam empat bidang:

1) Pembagian distrik pemilu. Pada dasarnya, daerah pemilihan dibagi ke
dalam distrik-distrik pemilihan yang dibedakan berdasarkan
ukurannya (jumlah wakil yang dipilih): Distrik pemilihan tunggal,

kecil, menengah dan besar.

® Luki Handayani. Rekrutmen Calon Legislatif pada Pemilu 2009 di Kabupaten
Mojokerto, (Tesis Universitas Airlangga Surabaya: 2010) hal 24-27
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2) Pencalonan diri sebagai kandidat pemilu. Dalam hal pencalonan diri
memiliki beberapa bentuk yang berbeda:

a) Daftar calon tertutup/kaku berarti pemilih hanya memberikan suara
tanpa mengubah daftar calon yang ada. Dengan demikian, partai
atau kelompok yang mengajukan daftar ini akan memperoleh
kekuasaan yang besar, karena merekalah yang menetapkan urutan
dalam daftar ini.

b) Daftar calon longgar, berarti pemilih dapat mengubah susunan para
kandidat atau memberi berdasarkan preferensi. Di sini pemilih
dapat mempengaruhi pemilihan kandidat secara terbatas. Pengaruh
partai dan kelompok menjadi berkurang.

c) Daftar calon terbuka/bebas, berarti pemilih dapat memberikan
beberapa suara kepada seorang kandidat (kumulasi) atau memilih
kandidat dari beberapa daftar yang berbeda (panacherisasi). Hal ini
merupakan kemungkinan terbesar yang dimiliki pemilih dalam
memberikan pengaruhnya, yang masih tergantung pada jumlah
suara yang dapat diberikan.

d) Keterikatan daftar, antara lain ikatan daftar yang terikat pada distrik
pemilihan/bebas. Yang dipentingkan disini biasanya menyangkut
pemanfaatan suara sisa yang tidak dibutuhkan oleh sebuah
kandidat.

3) Pemberian suara, disini ditetapkan jumlah suara yang dimiliki oleh

pemilih ( pemberi suara tungal, pemberian suara jemak). Dalam
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pemberian suara jamak, jumlah suara yang diberikan dapat menyamai

jumlah wakil yang bisa dipilih dalam sebuah distrik pemilihan atau

kurang dari itu (pemberian suara terbatas).

Proses penghitungan suara, yang tata caranya antara lain turut

ditentukan oleh susunan pembagian distrik pemilihan, pencalonan diri

sebagai kandidat dan pemberian suara dalam sebuah pemilu:

a. Tolak ukur keputusan: distrik atau proporsional.

b. Tingkat perhitungan: distrik pemilihan, gabungan distrik pemilihan,
daerah dan kota.

c. Pembagi/divisor (d’Handt) atau proses penghitungan angka pemilu
(Haden- Bach-Bischoff) Klausal rintangan, alami dan buatan.*'

Pemilu menurut J Kristiadi, agar pemilu dapat benar-benar untuk

mewujudkan kehidupan politik yang demokratis, maka dalam

pelaksanaannya harus disertai dengan beberapa persyaratan sebagai

berikut:

a.

Pemilihan umum harus diselenggarakan secara reguler serta dalam
suasana kehidupan politik yang memungkinkan partai-partai bersaing

secara sehat.

. Pemilihan  diselenggarakan oleh lembaga diluar kekuasaan

pemerintahan  sehingga tidak menimbulkan kontroversi yang
mengakibatkan meluasnya tuduhan terhadap penyelenggaraan yang

memihak pada salah satu partai politik.

*! Toni Andrianus Pito. Mengenal Teori Politik........... hal 314
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c. Partai-partai politik mempunyai kesempatan yang sama untuk akses dan
membangun komunikasi langsung dengan manusia. Tanpa disertai
persyaratan-persyaratan tersebut pemilihan umum sangat mudah
dituduh sebagai alat menipulasi dan memobilisasi kekuatan rakyat demi
kepentingan elit yang berkuasa.*?

Fungsional Pemilu harus memenuhi tiga tuntutan sebagaimana
dinyatakan oleh Aurel Chroissant dkk, yaitu:

a. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih. Derajat
keterwakilan adalah prasyarat untuk memberikan kekuatan legitimasi
bagi pemilu dan legitimasi merupakan hal yang sangat penting di
negara Kkonstitusional demokrasi, dimana semua kekuasaan negara
diperoleh dari rakyat. Agar berjalan efektif, legitimasi kekuasaan politik
itu  sendiri per‘lu diperbarui secara periodik melalui pemilu.
Penyelenggaraan pemilu secara reguler juga memungkinkan kontrol
politik secara reguler pula atas elite yang berkuasa, oleh pemilih.
Tuntutan fungsional atas perwakilan mensyaratkan, bahwa sebuah
sistem pemilu harus secara proporsional memadai, sehingga cukup
memberi ruang bagi bergantiannya kepentingan sosial yang bersifat
pluralistik (banyak macam) untuk nenjadi mandat politik inilah yang
disebut representativeness, atau derajat keterwakilan.

b. Pemilu harus dapat mengintegrasikan (menyatukan) rakyat. Seperti

yang dijelaskan oleh Robert Smend, “sistem pemilu menuju pada

“2 Ibid hal 302
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pembentukan partai politik dan mengenai suara mayoritas, bukan

sekedar representasi tunggal saja. Seberapa jauh fungsi ini terpenuhi

sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu (pembentukan Partai).”

. Keputusan. Sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup

besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk

memerintah  (governalitas).* Sedangkan tujuan pemilu menurut

Ramlan Surbakti, ada tiga macam, yaitu:

1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin
pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Sesuai dengan
prinsip demokrasi yang memendang rakyat berdaulat, tetapi
pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi
perwakilan). Oleh karena itu pemilu merupakan makanisme
penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan pada
orang atau partai yang dipercaya. Untuk menentukan alternatif
kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah biasanya yang
menyangkut hal yang prinsipil beberapa negara menyelenggarakan
pemilu sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan umum.

2) Pemilu dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik
kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan
rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi
sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan

atas anggapan didalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan

* Ibid hal 306
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saling bertentangan, dan dalam sistem demokrasi perbedaan atau
pertentangan kepentingan tidak diselesaikan dengan kekerasan,
melainkan melalui proses musyawarah (deliberation).

3) Pemil merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalangkan
dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut
serta dalam proses politik.*®
Sedangkan asas dalam Pemilihan Umum, diatur oleh negara sesuai

dengan konstitusi suatu negara. Perfama yaitu asas Pemilu Langsung.
Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya
sesuai dengan hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil
yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan.
Kedua, umum. Pemilihan umum diikuti oleh setiap orang yang memenuhi
syarat. Ketiga, bebas. Pemilih bebas dalam memberikan suaranya tanpa
tekanan dari siapapun. Keempat, rahasia. Peserta pemilihan umum dalam
memberikan suaranya sangat rahasia tidak boleh diketahui oleh siapapun.
Kelima, jujur. Dalam hal ini tidak boleh terjadi kecurangan baik oleh
penyelenggara maupun oleh peserta pemilih. Keenam, adil. Dalam
penyelenggaraan pemilihan umum setiap pemilihan dan partai politik
peserta pemilihan umum mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas

dari kecurangan pihak manapun.*

 Ibid hal 308-309
“ Ibid hal 311-312
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3. Pemilihan Umum Legislatif 2009

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama dalam
menegakkan politik yang demokratis. Pemilihan umum pada hakekatnya
merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat
dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat
kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Formulasi lain
menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan
rakyat berdasarkan pancasila dalam Republik Indonesia. Yang bertujuan
untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam badan
perwakilan rakyat, yang membawa aspirasi rakyat.>

Pemilu dilihat dari pluralisme masyarakat merupakan suatu cara
untuk menemukan orang-orang yang menemukan kualitas perwakilannya.
Di dalam sistem demokrasi pada mulanya dikenal dengan istilah
pemisahan dan fungsi kekuasaan. Tetapi pada waktu belakangan ini di
dalam sistem demokrasi modern terdapat tiga pilar demokrasi legislatif,
eksekutif, dan yudikatif, tidak ada lagi pemisahan yang kaku. Menurut
Polsby, legislatif dapat dibedakan dari eksekutif dapat dilihat dari enam
aspek yaitu merupakan badan pemerintahan resmi, beranggotakan dari
banyak golongan, anggotanya langsung dipilih rakyat, para anggotanya
secara formal memiliki hak yang sama, keputusan disajikan dengan
memberikan alternatif, dan keputusan didasarkan penghitungan suara

anggota. Sedangkan menurut Keesey dengan menfokuskan uraian pada

hal 1

Rusli Karim. Pemilu Demokratis Komperatif, (Yokyakarta: Tiara wacana Yokya 1999)

~
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perlemen menurutnya ada empat prinsip dasar perwakilan rakyat yaitu, (1)
ditentukan suara mayoritas, dalam proses pengambilan keputusan
minoritas, (2) punya hak untuk didengar untuk melakukan oposisi, (3)
untuk mempersuasi anggota, (4) dan kebebasan untuk melakukan
diskusi.”'

Fungsi lembaga legislatif ini menurut Ranney meliputi delapan
aspek yaitu pembuatan undang-undang, konstitusi, pemilihan (terutama
memilih eksekutif), keuangan, eksekutif, yudisial, investigasi, dan
informasi (membuat undang-undang baru). Pengamat lainya, Harriggan
menyebut tiga fungsi pokok legislatif yaitu pembuat kebijakan,
manajemen konflik dan perwakilan. Badan negara legislatif merumuskan
kehendak negara, menjalankan pengawasan dan kontrol terhadap
pemerintah serta sekaligus orang utama pemerintahan oleh rakyat.>?

Menurut Keesey, aktifitas badan ini akan menjadi sempit manakala
para anggotanya takut bertanya pada eksekutifnya, pada pemimpin partai
dan pada militer. Memang pada realitasnya dimanapun di dunia ini
eksekutif lebih kuat dan lebih fungsional dari pada legislatif. Huntington
menyebutkan bahwa kelemahan legislatif tersebut sebagai krisis adaptasi
dimana lembaga ini tidak mampu merespon perkembangan dahsyat
disegala kehidupan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut Harrigan
mengusulkan enam hal yaitu jumlah anggota legislatif harus kecil, sidang-

sidang legislatif harus fleksibel, anggota legislatif harus profesional, full-

hal 3

51 q3.:
Ibid hal 2
52 Rusli Karim. Pemilu Demokratis Komperatif, (Yokyakarta: Tiara wacana Yokya 1999)
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time dan memiliki gaji tetap, legislatif memiliki staf yang baik dan
kemampuan riset, hilangkan hambatan.*’

Pemilu legislatif 2009 dilaksanakan dengan sistem proporsional
terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pilihan,
dengan peserta pemilu adalah partai politik. Pemilihan umum ini yang
pertama kalinya dilakukan dengan penetapan terpilih berdasarkan
perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomer urut (pemilih dapat
memilih calon anggota atau legislatif, tidak hanya partai politik)*’

Dewan perwakilan rakyat dipilih kembali setelah masuk keera
reformasi. Ini telah memberikan harapan baru kepada masyarakat akan
kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik. Dengan
bergantinya iklim politik menuju arah yang lebih terbuka dan demokratis
mulai kelihatan, hal ini dapat dilihat peserta pemilu 1999 yang berjumlah
sampai 48 partai politik. Setiap warga negara bebas berserikat dan
berkumpul, tidak terkecuali DPRD dan para anggora DPRD sebagai
wakilnya. Penentuan kursi DPRD untuk pemilu 2009 berbeda dengan
pemilu 2004, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi
UU No. 10 tahan 2008 tentang pemilu pada tanggal 24 Desember 2008
dengan menghapus pemberlakuan sistem nomor urut dalam pemenangan
calon anggota legislatif. Seperti yang diatur dalam pasal 214 huruf a, b, c,
d, ¢ UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu DPRD, DPR, DPD,

digantikan dengan sistem pemilihan suara terbanyak. Karena Mahkamah

* Ibid hal 4
% Ibid hal 7
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Konstitusi menilai, sistem penetapan anggota legislatif berdasakan nomor
urut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin
konsitusi.”*

Sebelumnya pasal 114 menjelaskan, bahwa penetapan calon
legislatif terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sekurang-
kurangnya 30 persen dari bilangan pembagi pemilih (BPP). Jika tidak ada
yang memperoleh presentasi tersebut, maka calon legislatif terpilih
ditetapkan berdasarkan nomor urut. Keberadaan pasal tersebut dirasa
hanya menguntungkan para calon legislatif yang mendapatkan nomor urut
kecil, dan calon legislatif dengan nomor urut besar harus bekerja keras
untuk memperoleh suara 30 persen atau lebih. Walaupun akhirnya calon
legislatif dengan nomor urut besar dapat meraih suara 30 persen atau lebih,
calon legislator belum tentu bisa mendapatkan kursi di DPRD kalau calon
legislatif mendapatkan jumlah suara yang sama.*?

Dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut
mau tidak mau persaingan juga terjadi dalam pemilu legislatif, karena mau
tidak mau setiap calon legislatif harus bisa bersaing secara terbuka untuk
dapat menarik simpati masyarakat. Persaingan bukan hanya terjadi antara
calon legislatif antara partai politik. Namun, persaingan menduduki kursi
dewan juga menjadi milik calon legislatif dari satu partai. Para calon

legislatif harus bekerja sendiri, dengan sedikit sekali bantuan dari partai

5! http//www.astroawani.co.id/2009/10/2 7/video/pemilu2009/ berita pemilu 2009 /pemilu-
2009-gunakan-suara- terbanyak.astro/di akses 19 Mei 2012

52 http//www.astroawani.co.id/2009/10/2 7/video/pemilu2009/ berita pemilu 2009 /pemilu-
2009-gunakan-suara- terbanyak.astro/di akses 19 Mei 2012
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politik. Dengan mengatur masa guna merebut dukungan pemilih
sebanyak-banyaknya. Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk
mengisi jabatan-jabatan politik tertentu>. Dalam arti sempit, menurut
Ramlan Subakti, pemilu merupakan proses konversi suara rakyat menjadi
kursi penyelenggara negara legislatif maupun lembaga eksekutif. Baik
ditingkat nasional maupun daerah. Pada dasarnya, ada tiga hal dalam
tujuan pemilihan, yakni: 1.) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para
pemimpin 2.) Pemilu juga dapat dikatakan pemindahan konflik 3.) Pemilu
merupakan sarana mobilisasi**

Sebagaimana dalam UU nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya “UU Pemilu”)
mengadopsi sistem proporsional terbuka untuk pemilihan anggota DPR
dan DPRD sebagamana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi,
“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.
Penetapan perolehan kursi dilakukan secara bertahap. Tahap satu, kursi
diberikan kepada parpol yang mencapai 100% BPP (Bilangan Pembagi
Pemilihan). Angka BPP didapat dengan cara membagi jumlah suara sah
disatu dapil dengan alokasi kursi di Dapil tersebut, yang menurut UU
Pemilu berkisar antara 3-10 kursi (Pasal 22 ayat 2 ). Bila masih ada sisa
kursi dilakukan penghitungan tahap dua, yaitu kursi diberikan kepada

parpol yang memperoleh 50% BPP. Parpol yang mendapatkan kursi pada

> Ramlan surbakti. 24 Maret 2009 sarana konversi suara rakyat (online)
http://www.surabayapost.co.id/ di akses, 19 April 2012
% Ramlan surbakti................. hal 181
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tahap ini tidak lagi memiliki sisa suara. Selanjutnya, bila disuatu dapil
masih ada kursi yang belum terbagi, dilakukan penghitungan tahap tiga,
yaitu semua sisa suara parpol dari semua dapil dalam satu provinsi
dikumpulkan ditingkat provinsi. Kemudian ditentukan BPP baru, yaitu
dengan cara membagi akumulasi sisa suara ditingkat provinsi dengan sisa
kursi yang ada. Parpol yang mencapai BPP baru berhak memperoleh kursi.
Bila masih ada kursi yang belum terbagi setelah diadakan penghitungan
tahap tiga, dilakukan penghitungan tahap empat, yaitu dengan cara
membagikan kursi kepada parpol yang memperoleh sisa suara terbanyak
satu per satu hingga kursi habis dibagikan.>

Bagan Penetapan Kursi Parpol untuk calon Jadi DPRD

Tahap Satu  — 100%BPP
Tahap Dua — 50%BPP
Tahap Tiga > 100%BPP
BARU
Tahap Keempat Sisa Suara
- > Terbanyak

Penentuan calon terpilih dari parpol yang memperoleh kursi
disuatu Dapil ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak dari
kandidat yang diajukan parpol yang bersangkutan. UU Pemilu

menentukan bahwa parpol dapat mengajukan calon disuatu Dapil hingga

% Hadar Gumay, dKK. Laporan Kajian Undang-Undang Pemilu: Sebuah Rekomendasi
Terhadap Revisi UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPR Provinsi, Kabupaten/Kota
dan DPD (Kemitraan Autralia Indonesia: IFES PDF 2011) hal 1



65

120% dari jumlah kursi di Dapil tersebut. Bila disuatu Dapil diperebutkan
10 kursi, di atas kertas parpol dapat mengajukan 12 nama di Dapil
tersebut. >

Dimana dalam hal ini penentuan calon untuk kursi tahap tiga dan
tahap empat terlebih dahulu kursi yang telah dibagikan ditingkat provinsi
tersebut dikembalikan ke Dapil yang masih mempunyai sisa kursi sebelum
pembagiannya dinaikan ke tingkat provinsi. Setelah itu barulah ditentukan

calon dari dapil tersebut yang memperoleh suara terbanyak®’.

38 Ibid hal 2
57 Ibid hal 2



